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BT'PATI KONAWE SEI,ATA,IT
PROVtr{SI ST'LIIWESI TEIT(X}ARA

PERATI'RAIT BI'PATI KOITAWT SELATAIT
ilOUOR 3? TAIIUII 2017

TENTANG

PEMBEITTITXAI{, KEDITDITI(AII, SUSIItrAII ORGAI{rSASI, TUGAS DAII
TUTGSI SERTA TATA KER.IA IIIIIT PELIIXSAITA TEI(XIS DII{AS

PEI"AYAITAT AI'MMSTRASI XTPEITDTIDI'I(AIT DAIT PEI{CATATAT SIPIL
PADA DIITAS XTPEIYDT'DT'XAIT DAIT PEITCATATAI{ SIPIL

KABI'PATEIT IIOTAWE SELATAf,

DDTfi}AN RAHUAT TUHAN YATfi I{AHA ESA

BT'PATI KOITAWE SELATAN,

Menimbang

Mengingat l. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tarrbahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
523a1;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentatg Aparatur
Sipil Negara (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O14 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat
daerah induknya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Keg'a Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Konawe selatan.
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan
dan Klasifrkasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (L,embaran Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2016 Nomor 8);

8. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 65 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSI(AN :

PERATT'RAIT BT'PATI TEilTAITG PEMBEI{TT'NAN,
KEDT'DT'XAN, SUST'ITAN ORGANISASI, TUGAS DAN
F['I[GSI, SERTA TATA KER^'A T'ITIT PELIIKSAITA TEKNIS
DINAS PELAYANAIT ADMTMSTRASI KEPENDT'DT'XAN DAII
PENCATATAIT SPIL PADA DINAS KEPEI{DT'DT'XAN DAN
PENCATATAI| SIPIL XABT'PATEIT KONAWE SELATAIT.

Paral 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe

Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Konawe Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Konawe Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat

UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB I
I(ETETTUAIT I'MUM
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8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang seLanjutnya di
singkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe
Selatan.

9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTT'XAJ{ DAIT NLASIFIKASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasel 2
(1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD pada Dinas, terdiri

atas 4 (empat) UPID Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:

1. UPID Pelayanan Administrasi Kependudukan
Pencatatan Sipil Kecamatan Moramo.

2. UPID Pelayanan Administrasi Kependudukan
Pencatatan Sipil Kecamatan Ranomeeto

3. UPID Pelayanan Administrasi Kependudukan
Pencatatan Sipil Kecamatan Mowila

4. UPID Pelayanan Administrasi Kependudukan
Pencatatan Sipil Kecamatan Lalembuu

dan

dan

dan

dan

(2) Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Baglan Kedua
Xlasiflkasi

Pasal 3
(1) Unit Pelaksana Teknis [inas ssbagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1), dibedakan dalam 2 (dua)
klasifikasi.

(2) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagai berikut :

a. Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A untuk mewadahi
beban ke{a yang besar; dan

b. Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas B untuk mewadahi
beban ke{a yang kecil.

(3) Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.
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BAB III
KEDT'DT'XAN, SUSUITAN ORGANISASI,

TUGAS DAIT FUilGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pa:al 4
(1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.

Baglan Kedua
Su:unan Organisael, Tugar dan Fungrl

Pasal 5
(1) UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil mempunyai tugas Sebagai pelaksana
teknis yang berperan aktif dalam pengawasan dan
penerapan sisitem Administrasi Kependudukan agar
terciptanya tertib administrasi kependudukan;

(2) Daiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat 1 , UPID Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan
fungsi :

a. Mengefektilkan pelayanan yang cepet, mudah, tepat
kepada masyarakat dalam mendapatkan dokumen
kependudukan termasuk akta pencatatan sipil;

b. Menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan
NIK serta keabsahan dan ketunggalan dokumen
kependudukan;

c. Meletakan landasan yang lebih fundamental bagr
penyelenggaran pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil.

d. Pengelolaan data kependudukan menuju tertib
administrasi kependudukan secara nasiona-I.

e.Mengsosialisasikan tentang pentingnya Dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil sebagai Pengakuan
dan Perlindungan terhadap hak-hak setiap warga
Negara;

f. Memberikan pelayanan pelaporan peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting di Kecamatan
secara cepet, tepat, dan mudah.

Pa:al 6
(1) Susunan orgalisasi UP'ID Pelayanan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas B, terdiri atas:
a. Kepala UPTD;
b. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi UPTD Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), tercantum dalam l,ampiran
Peraturan ini.
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Pasal 7
(l) Kepala UPTD Pelayanan Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) huruf a, mempunyai tugas Melaksanakan dan
mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan
program dan kegiatan dibidang pelayanan, Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Daiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (l), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun perenc€rnaan dan pelaksanaan teknis
kegiatan UPT Pelayanan Administrasi Kependudukan
dan Pencatatan Sipil di Kecamatan;

b. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas;

c. Melaksanakan sosialisasi kepada para kepala desa dan
masyarakat tentang tata cara pendaftaran penduduk
dan capil sehingga masyarakat banyak mengetahui
perkembangan administrasi kependudukan yang
berlaku;

d. Melaksanakan Penataan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil di kecamatan agar mengikuti
standar operasional prosedur yang berlaku sehingga
mekanisme pelayanan dapat be{alan dengan optimal;

e. Menyediakan data dan informasi kependudukan dan
pencatatan sipil setiap bulannya agar dapat terukur;

f. Melaksanakan pengawasan terhadap tenaga operator
dan tenaga tehnis pelayanan agar tidak te{adi
keterlambatan dalam pelayanan hususnya
pengunanaan belanko kependudukan dan al<ta akta
pencatatan sipil;

g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kine{a
kependudukan dan capil guna membuat laporan
bulanan dan tahunan seberapa besar pelayanan yang
terlaksana di kecamatan.

BAB IV
JABATAIT FTII| GSIOITAL

Pasal 8
(1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil

Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai
Koordinator yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala UPTD.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (l), ditentukan berdasarkan kebutuhan dal beban
keda.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagais13114 dimaksud pada
ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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BAB V
TATA KER.'A

Palal 9
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPID, Staf dan
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 1O

Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 11
Kepala UPTD, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk
terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 12
Staf wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggug
jawab pada atasanya masing-masing dan menyampaikan
laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 13
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPID dari
bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk teknis kepada bawahannya.

Paral 14
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dibantu oleh
Staf sebagai bawahannya dan dalam rangka pemberian
bimbingan kepada bawahannya w4jib mengadalan rapat
berkala.

BAB VI
XEPANGXATAIT, PEITGAI{GXATAN, ESEI,OMSASI I'AN

PEUBERIIEITTIAI{ DALII.M .'ABATA,!T

Pasal 15
(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam

jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

(2) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Kepala Dinas.

(3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.b.
(4) Formasi dan persyaratan jabatan pada UPTD ditetapkan

dengan Pereturan Bupati sesuai pedoman yang ditetapkan
oleh Pemerintah.
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BAB VII
I{ETEI{TUAIT PEI{UTT'P

Pasal 16
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan
Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pembentukan Oganisasi
dan Tata Ke{a Unit Pelaksana Teknis Pengendali Administrasi
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paral 17
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dan pengangkatan
dalam jabatan akan di tindaklanjuti dan ditetapkan dengan
Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan.

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe
Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal l9 ktober 2017
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H.S DANGGA
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Diundangkan di Andoolo
pada tanggal l6 Oktober2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

fi.t ,

Ir. Drr. ,/*ro*r" SA^TAIYG M.Si.
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
NIP. 19620730 198901 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2O17 NOMOR:

//
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PERATURAN
NOMOR :

TANGGAL:
TENTANG :

f-

BAGA,IT STRT'XTI'R ORGANISASI
T'IYIT PELAI(SAITA TEKITIS DIIYAS

PELAYAITAI{ ADMIIYISTRASI KEPEITDT'DI'IGIT DAIT PEI{CATATAN SIHL
I(ABI'PATEIT KONAWE SELATAIT

PA

BUPATI KONAWE SELATAN
33 TAHUN 2017
t4 okaoBep- 2017
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KONAWE SELATAN.
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